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Menimbang : a.

Mengingat

KEPUTUSANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR: TSTAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMBAHASAN LHP BPK RI

TAHUN 2016

bahwa ketentuan I'asal 2l Unrlang - Undang Nomor 15

Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungiawaban Keuangan Negara, mengamanatkan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ;

bahwa Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun

2OL6 sebagai tindaklanjut ;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang .

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Fengelolaan dan Pertanggungiar,r,abarr
Keuangan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir denrren IInrlancr-IInr{ancr l\fnrnnr O 'ToL,rn oA1(

b.

c.

: 1.



5.

6.

7.

B.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu.n 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OI'7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2ot4 Tentang peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 201S tentang perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Ikbupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 20L4 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah KabupatJn Rembang.

9.

10.

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

Pembicaraan-pemb:.caraan Rapat paripurna Dewan
l:ry"kitry Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
19 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang tentang penetapan Hasil pembahasan LHp BpKRI Tahun 201.6.

Pl-tDjrbupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHpBPK RI atas laporan KJuangan pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang Tahun zolo cukup .i.ru" ar" tidakmemerlukan pemeriksaan lanjutan.

KEDUA



KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal : 19 Juni 2OLT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



PROVINSI JAWA TANGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR tq TAHUN 2OI7

TtrNTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II
DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM

MEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAIflLAN RAKYAT DABRAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD diipat
membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan
berupa Panitia Khusus;

b. bahwa kegiatan pembahasan 4 (empat) Raperda d:rpat
berjalan tertib, lancar dan hasil yang bail<, rnaka perhi
membentuk PaniLia Khusus;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu
menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang .

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalarn
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unciang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentans Pemerintahan

Mengingat



4.

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentemg Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomot 24 Tahun 2004
tenting Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dernan Pelrvakilan
Rakyat Daerah ;

Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 0L Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabr-rpaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2076 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rak5r31 Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2AL4 tentang
Tata Tertib L)ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

1. Hasil rapat Badan Muriyawarah DPRD Kabupaten
Rembrang tanggal 10 Juli 20L7.

2. Hasil rapcLt Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi-
fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal i 0 Juli
2017.

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 12 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I dan Ii Dervan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam
membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah.

Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimal<sud
dalam diktum PERTAMA tertuang daiam lampiran
keputusan ini.

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan peraturan
Daerah tentang:

a. Pencabutan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No
11 Tahun 2aar tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan No 5 Tahun zoll tentang pengelolaa, usaha
Pertambangan Mineral Batubara;

b. Perubahan Kedua Atas perda Kab. Rembang No 7 Tah r-rn
20rL tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan

5.

Memperhatikan:

Menetapkan
PERTAMA

KBDUA

KETIGA



KEEMPAT

KELIMA

KENAM

KETUJL'}:I

Pro,tokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Rembang.

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancang*Lll Peraturan

Daerah tentang Pegrfueri.ukan Perusahaan Persenoan Dae:r:a'l"l

Kerua dan Wakil Ketua Panita'Khusus I dan lI dipilih eiari

d.ari oleh Anggota Panitia Khusus masing * rnasing'

Hasil kerja Panitia Khusus I dan i1 disarntr:aikan ciaia-rn Rapai
P'aripurna DPRD Kabupaten Rembang'

Segala biaya yang timbul akibat arlarrya Keputusan ini
dibeirankan pada Anggaran Penctapatan dan Beianja Daerah
Ka"D-upaten Renrbang.

KEnEi,APAli : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rernbang
padx tanggal 12 Juli bfiLY

DSWAI''I PERWAKII,AN RAKYAT DAERAI-{
I{AtsUPA1EN TIEMEANG

h+.
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